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PRESIOEN 
RI::PUBLIK INDONESIA 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 1 TAHUN 2007 

TENTANG 

FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL 

DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU 

DI DAERAH-DAERAH TERTENTU 

DENGAN RAH~IAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang a. bahwa investasi Jangsung baTh: melalui penanaman modal 
asing maupun penanaman modal dalam negeri merupakan 
salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan 
ekonomi, pemerataan pembangunan, dan percepatan 
pembangunan untuk bidang-bidang usaha tertentu 
danl atau daera.'1-daerah tertentu; 

Mengingat 

b. bahwa berdasarkan Pasal 31A Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagalmana tdah 
beberapa kali diubah teralchir dengan Undang-Undang 
Namar 17 Tahun 2000, ,kepada Wajib Pajak yang melakukan 
penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu 
danl atau di daerah-daerah tertentu dapat diberikan fasilitas 
Pajak Penghasilan; 

c. bahwa Peraturan Pemerintah Nomar 148 Tahun 2000 
tentang Fasilitas Pajak Penghasilan unt'.lk Penanaman 
Modal di Bidallg-Bidang Usaha Tertentu Danl Atau Di 
Daerah Daerah Tertentu sudah tidak sesual 1agi dengan 
tuntutan dan perkembangan keadaan, olel1 karena itll perlu 
diganti; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Pemerintah tentang FasHitas Pajak Penghasilan 
untuk Penanaman Modal eli Bideng-bidang Usaha Tertentu 
danl atau di Daerah-daerah Tertentuj 

1. Pasa! 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang ... 
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2. Undang-Undang NomoI' 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 NomoI' 49, 'rambahan 
Lembaran Negara NomoI' 3262) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang NomoI' 16 
'rahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia 'rahun 
2000 NomoI' 126, 'rambahan Lembaran Negars NomoI' 3984); 

3. Undang-Undang NomoI' 7 Tahun 1983 tentang Pajak 
PenghasUan (Lembaran Negara Republik Indonesia 'rahun 
1983 NomoI' 50, Tambahan Lembaran Negara NomoI' 3263) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang NomoI' 17 rahun 2000 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 NomoI' 127, Tambahan 
Lembaran Negara NomoI' 3985); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG FASILITAS PAJAK 
PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG­
BIDANG USAHA TERrENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH 
TERTENTU . 

Pasal,1 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 

1. Penanaman modal adalah investasi berupa aktiva tetap 
berwujud termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan 
utama usaha, baik untuk penanaman modal baru maupun 
perluasan dari usalla yang telah ada. 

2. Aktiva tetap berwujud adalah alctiva berwujud yang 
mempunyai masa manfaat Icbili dari 1 (satu) tahun yang 
diperoleh dalam bentuk sial' pakai atau dlbangun lebih 
dahuJu, yang dlgunakan dalam operasi perusahaan, tidak 
dimaksudkan untuk dipeIjualbelikan atau 
dipindahtangankan. 

3. Perlua.an dari usaha yang telah ada adalah suatu kegiatan 
dalam rangka peningkatan kuantitas/ kualitas produk, 
diversiflkasi produk, atau perluasan wilayah operasi dalam 
rangks pengembangan kegiatan dan produksi perusahaan. 

4, Bidang-bidang usaha tertentu adalah bidang usaha di 
sektor kegiatan ekonom!, yang mendapat prioritas tinggi 
dalanl skala nasional. 

5. Daerah-daerah ... 
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5. Daerah-daerah tertentu adalah daerah yang seeara 
ekonomis memptmyai potensi yang layak di.kembangkan. 

Pasal2 

.. . ( IJh- \ ... tk (1) Kepada Wajib Pajak badan dalam negeri berbentuk 
I.',~; ?'jrJS . '_ perscroan terbatas dan koperasi yang melakukan 

• 

.;' '1-:' """-; ~"",:.t', '<"" penanaman modal pada: 
~; :"t{- ','./i .... ,", t 

"""~"t. i>\ a. bidang-bidang usaha tertentu sebagaimana ditetapkan 
Ie (}){ l >Cit"£"" dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah ini; atau 

''K'-~''}.' b. bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah 
C ~tltt--, ! tertentu sebagaimana ditetapkan dalarn Lampiran II 
\.;" , Peraturan Pemerintah mi, 

'¥-)-~~~' '-"''' 
dapat diberikan fasHitas Pajak Penghasilan. 

Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) adalah: 

a. pengurangan penghasilal1 neto sebesar 30% (tiga puluh 
persen) dari jumJah Penanaman Modal, dibebankan 
selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5% (lima 
persen) per tahun; . 

b. penyusutan dan amortisasi yang dipereepat, sebagai 
berikut: 

Tarif Penyusutan dan 

Kelompok Aktiva Tetap Masa Manfaat Amortisaei 
Berdasarkan Metode Berwujud Me'lladi 

Garis Saldo 
Lurus MenUnln 

L Bukan Bangunan: 
Kelompok I 2 tahun 50% 100% 

(dibeban· 
!<an 

sekaligus) 
Kelompok II 4 tahun 25% 50% 
Kelompok III 

I 8tahun 12)5% 25% 
Kelompok IV 10 tahun 10% 20% 

u. Bangunan ; 
Permanen lO tahun 10% -
Tidak Pennanen 5 tahun 20% -

c. pengenaan . , . 
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c. pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang 
dibayarkan kepada Subjek Pajak Luar Negeri sebesar 
10% (sepuJuh persen), atau tarif yang lebih rendah 
menurut Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda 
yang berlaku; dan 

d. kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) 
tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuJuh) tahun dengan 
ketentuan sebagai berikut: 

I) tamhahan I tahun: apabila penanaman modai 
banl pada bidang uaaha yang 
diatur daiam Pasai 2 ayat (I) 
huruf a dilakukan di kawasan 
industri dan kawasan berikat; 

2) tambahan I tahun apabila mempekerjakan 
sekurang-kurangnya 500 (lima 
ratus) orang tenaga kcrja 
Indonesia selama 5 (lima) 
tahun berturut-turut; 

3) tambahall I tahun: apabila penananlan modai 
baru memerlukan 
investasi/pengeluaran untuk 
infrastruktur ekonomi dan 
sosial di lokasi usaha paling 
sedikit sebesar 
RpIO.OOO.OOO.OOO,OO 
(sepuJuh miliar rupiah); 

4) tambahan I tahun: apabila mengeluarkan biaya 
penelitian dan pengembangan 
di dalwn negeri dalam rangka 
pengembangan produk atau 
efisiensi produksi paling 
sedikit 5% (lima persen) dari 
investasi dalwn jangka waktu 
5 (lima) tahun; dan/ atau 

5) tambahan I tahUIl apabila menggunakan bahan 
baku dan atau kom pOllen 
hasil produksi dalam negeri 
paling sedikit 70% (tujuh 
puluh persen) sojak tahun ke 
4 (empat). 

(3) Menteri ... 
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(3) MenteIi Keuangan menerbitkan keputusan pembeIian 
fasilitas Pajak Penghasilan seteJah mempertimbangkan 
usulan drui Kepala Badan Koordinasi Penana..."llan Modal. 

Pasa! 3 

Wajib Pajak yang mendapat fasilitas sebagaimana ctimaksud 
da!am Pasa! 2 ayat (2), sebeJum Jewat jangka waktu 6 (enam) 
tahun sejak tangga! pembeIian fasilitas tidak boJeh : 

a. menggunakan aktiva tetap yang mendapatkan fasiJitas 
untuk tujuan seJain yang diberikan fasilitas; atau 

b. mengalihkan sebagian atau seJuruh aktiva tetap yang 
mendapatkan fasilitas kecuali aktiva tetap yang dialihkan 
terse but diganti dengan aktiva tetap bam. 

Pasa! 4 

ApabiJa Wajib Pajak yang telah mendapatkan fasiJitas tidak 
memenuhi ketentuan Pasa! 3, maka : 

a. fasilitas yang teJah dibeIikan berdasarkan 
Pemerintah ini dicabut; 

Peraturan 

b. terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan. dikenakan sanksi 
sesual ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan yang berlaku; dan 

c. tidak dapat Jagi diberikan fasilitas berdasarkan Peraturan 
Pemerintah ini. 

Pasa! 5 

(1) PeJaksanaan Peraturan Pemetintah ini akan dievaluasi 
dalam jangka waktu pa!ing Jama 1 (satu) tahun sejak 
Peraturan Pemerintah iui ditetapkan. 

(2) Evaluasi . .. 
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(2) Evaluasi sebagaimana di.-naksud pada ayat (1) dilakukan 
oleh Ti.-n monitoring dan evaluasi yang dibentuk dengan 
Keputusan Menteri Koorclinator Bidang Perekonomian. 

Pasal 6 

Wajib Pajak yang telah memperoleh fasilitas perpajakan atas 
kegiatan usaha di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu 
(KAPEr) berdasarkan Perat1.1ran Pemerintah Nomor 20 Tahun 
2000 tentang Perlakuan Perpajakan eli Kawasan Pengembangan 
Ekonomi Terpadu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemelintah Nomor 147 Tahun 2000, maka atas kegiatan usaha 
tersebut tidak lagi diberikan fasilitas perpajakan sebagaimana 
dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini. 

Pasal 7 

Ketentuan lebih lanjut yang eliperlukan dalam rangka 
pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur dengan atau 
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

Pasal 8 

Pada saat Peraturan Pemerintah ini nlulai berlaku, Peraturan 
Pemerintah Nomar 148 Tahun 2000 tentang Fasilitas Pajak 
Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Vsaha 
Tertentu dan atau di Daerah-daerah Tertentu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomar265 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4066), dieabut dan 
dinyata kan tidak berlaku. 

Pasal 9 

Peraturan Pemelintal, ini mulai berlaku sojak tanggal 1 
Ja:luari 2007. 

Agar ... 
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Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan 
pengundangan Peratllran PerneTintah 1m dengan 
penernpatannya dalam Lernbaran Negara Republik Indonesia . 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 2 Januari 2007 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 2 Januari 2007 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA 

AD INTERIM, 

ttd 

YUSRIL IHZA MAHENDRA 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 1 

sesuai dengan aslinya 
NEGARARI 

Perundang-undaogan 
Industli, 

o 

SAPTA MURTI, SH., MA, MKn 
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ATAS 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 1 TENTANG 2007 

FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL 

DI BIDANG-BIDANG USI\.HA TERTENTU D.'l.NjATAU 

DI DAERAH-DAERAH TERTENTU 

I. UMUM 

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan 
pembangunan, dan percepatan pembangunan di daerah tertentu, 
pendalaman struktur induslri, mendorong penanaman modal aaing dan 
penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan 
atau daerah-daerah tertentu, kepada Wajib Pajak yang melakukan 
penanaman modal atau perluasan modal di bidang-bidang usaha 
tertentu dan! atau daerah-daerah tertentu tersebut dapat diberikan 
fasilitas Pajak Pengbasilan . 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 
Cukup jelas. 

Pasal2 
Ayat (1) 

Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dlatur dalam Peraturan 
Pemerintah ini hanya dapat diberikan kepada wajib pajak 
berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi yang melakukan 
penanaman modal pada bidang usaha sebagaimana ditetapkan 
dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Pernerintah ini. 

Penanaman modal pada bidang-bidang uaaha aebagaimana 
ditetapkan dalam Lampiran I dapat dilakukan eli seluruh wilayah 
Indonesia sedangkan penanaman modal pada bidang-bidang 
usaha sebagaimana ditetapkan daJam Lampiran II harus 
dilakukan di daerah yang ditetapkan eli Lampiran II terse but. 

Ayat (2) ... 
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Hurufa 
Fasilitas pengurangan penghasilan neto diberikan selama 6 
(enam) tahun terhitung sejak tahun dimulainya produksi 
komersial, yaltu setiap tahunnya sebesar 5 % (lima persen) 
dari jumlah investasi berupa perolehan aktiva tetap 
berwujud termasuk tanah untuk kegiatan utama usaha . 

Fasilitas ini sifatnya mengurangi penghasilan neto (dalam 
hal mendapat keuntungan usaha) atau menambah kerugian 
liskal (dalarn hal mendapat kerugian usaha). 

Contoh: 
PT ABC melakukan penanaman modal sebesar Rp. 
100.000.000.000 berupa pembelian aktiva tetap berupa 
tanah, bangt.man dan mesln. Terhadap PT ABC dapat 
diberikan fasilitas pengurangan penghasilan neto (inv~stment 
allowanC<j sebesar 5 % x Rp 100.000.000.000 = Rp 
5.000.000.000 setiap tahunnya, selama 6 (enam) tahun yang 
dimulal sejak tahun 'pemberian fasilitas. 

Hurufb 
Fasilitas penyusutan dan amortisasi yang dipercepat 
diberikan untuk aktiva. tetap yang diperoleh dan digunakan 
dalam rangka penanaman modal. 

Hurufc 
Misalnya Investor dari negara X memperoloh dividen dari 
Wajib Pajak badan dalam negeri yang telah ditetapkan untuk 
memperoleh fasHitas berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. 
Apabila Investor X tersebut bertempat kedudukan di negara 
yang belum memiliki Persetujuan Penghlndar Pajak 
Berganda (P3B) dengan Pemerintah RepubUk Indonesia, atau 
bertempat kedudukan di negara yang telah memiliki P3B 
dengan Pemerintah Republik Indonesia dengan tarif pajak 
diveden untuk Wajib Pajak Luar Negeri 10% (sepuluh persen) 
atau lebih, maka atas dividen tersebut hanya dikenakan 
Pajak Penghasilan di Indonesia sebesar 10% (sepuluh 
persen). Namun apabila Investor X tersebut bertempat 
kedudukan di suatu negara yang telah memilid P3B dengan 
Pemerintah Republik Indonesia dengan tarif pajak dividen 
terse but dikenakan Pajak Penghasilan di Indonesia sesual 
dengan tarifyang diatur dalam P3B tersobut. 

Hurufd ... 
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Kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan dengan 
keuntungan dalam 5 (lima) tahun berikutnya sesuai 
ketentuan Pasal 6 ayat (2) lIndang-lindang Pajak 
Penghasilan, dalam rangka penanaman modal yang 
cliberikan fasilitas kompensasi kerugian fiskal yang lebih 
lama yakni dalam hal dipenuhinya persyaratan I kriteria 
sebagai berikut : 

I. 

2. 

3. 

4. 

5. 

tambahan 1 tahun 

tambahan 1 tahun 

tambahan I tahun 

tambahan I tahun 

ia..-nbahan 1 ta.l-tun 

apabila penanaman modal pada bidang 
usaha yang eIlatur dalam Pasal2 ayat (I) 
huruf a dilakukan eli kawasan industri 
dan kawasan berlkatj 

apablla memperkeIjakan sekurang­
kurangnya 500 (lima ratus) orang tenaga 
keIja Indonesia .elama 5 (lima) !shun 
berturut·turut. Tenaga keJja Indonesia 
adalah tenaga kcIja pada semua tingleat; 

apabila meiakukan lnvestasi/pengeluar­
an untuk infrastruktur ekonomi dan 
lJosial di lokas! uaaha paling sedikit 
s.beear Rp.IO.OOO.OOO.OOO.,OO (s'puluh 
mllyar ruPia..~)i 

apabila dalam rentang walctu 5 (lima) 
tahun pajak, rocngeluarkan biaya 
penelitian dan pengembangan yang 
dilakuken ell dalam negeri dalam rongka 
pengembangan produk atau efiaiensi 
produksi paling sedik;i.t 5% (lima pcrsen) 
daxi jumlah investasi. 

apablla menggunakan bah~~ baku dan 
atau komponcn basil produksi dalam 
negeri paling •• dikit 70% (tujuh puluh 
person) Bejak tahun ke 4 (empat) 

Ayat (3) 
Cukup Jelas. 

Pasal 3 
Cukup jelas. 

Pasal 4 
Cukup jelas. 

Pasal 5 
Cukup jela •. 

Pasal 6 ... 



Pasal6 
Cukup jeJas. 

Pasal 7 
Cukup jelas. 

PasalB 
• Cukup jelas. 

Pasal9 
Cukup jelas. 
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TAMBAHAN LEMBAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4675 

• 



NO. I 
. 

1. 

2. 

• .• M..r~~~". • 

BIDANG USAHA. 

Kelompok Industri Makanan Lamnya 
Induslri Bumbu Masak dan Penycdap h.fao;akan 

Ke1ompok Indl;!Std Tekstil dan Industrl PabianJadi 

a Industri Persiapan &!rat Tekstil 

b. Tndustri PeIsiapan Serat Tekstil dan Industri Pemintalan Benang 
clan Industri Pe:rieaunan (kecuali Pertenunan Karung Gani dan 
Karung La!nnya) 

c. Industri Persi!lpan Serat Teksti! d<ln Industri Pemintalan Benaog 
Dan Jndustri Pertenunan (Kecuali Pertenunan Karung Goni dan 
Karung Lainnya) dan Indusiri Penyempumaan Kain dan/atau 
Industri Pencetakan Kain 

d.lndcstri PersiapanSeratTekstil dan Industri Pemirualan Ber.ang 
dan-Industri Pertenurum (k.."'<Uiili Perlenunan Karung Goni dlm 
Karung Lainnya) dan Industri Pakaian Jaw dari Tekstil dan 
Perlengkapallnya 

e. Industri Pertenunan (Kecuali Pertenunan Karung Goni dan 
Karung Lainnya) dan Industri Pak.'lian Jl\di dati Tekstil dan 
Peden a 

-

,~~.t~""'2'~~~ . . "~~'~ ~~¥ \.~~ ~'f s~g ~~'I' ~~7. 
~!~. ~1!t7 ~""'I~.. ~ ""-<;<~.'V'~ ~..c.-~';g ..... 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

LAMPIRAN I 
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR I TAHUN 2007 
TANGGAL 2 JANUARI 2007 

BIDANG USAHA TERTENTU 

KBLI CAKUPAN PRODUK 
(KLASIFIKASl 

BIDANG 
lAPANGAN 

~~ 
15497 Industri Penyed.ap Masa'kan Kimia Lainnya 

(KJrusus yang mengh4silkmt nucleotide (IMP, GMP) dan menggunakan proses bioteknolDgi dengan bahan 
baku dori hRsiI pertanUm) 

17111 - Serat Rami Terintegrasi (KApasiflls minimal 2000 ton/tllhun benang num) 
• Se.atSU .... T~ (~ .";";,,,,,z 2.000 """"""'" """"'K """") 

11111 dan Industri Persiapan Sernt Tekstil dan Pemintalan benang dan Industri Pertenunan Khusus ATM 
17112 dan (Jndustri Tebtil Teq>adu) 

17114 (Minimal 1.000T""'Z" leja) 
17111 dan lndustri Persiapan Serat Tekstil Dan Ind".lSlri Pcmintalan Berumg Dan Industri Pertenunan Khusus 
17112 dan ATM Dan Industri PenyempTlIIUUU\ Kain Dan Atau Industri Pencetakan Kain (lndustri Tekstil 
17114 dan T..-padu) 
17122 dan (Mininuzll.OOO TenaglZ kria) 
atau 17123 
17111 dan Industri Persiapan Sernt Tekstil dan Pemintalan Benang dan Industri pertenunan khusus ATM dan 
17112 dan Illdustri Pakalan Jaw dari Tekstil &It Perl~gkapannya (Industri Tekstil Terpadu) 
17114 dan (Minimo11.000 Tena.ga Knja) 

18101 

17114 dan Industri Pert:enunan Khusus ATM dan Industri Pakaian Jadi dart Tekstil dan Perlengkapanya 
18101 (Industri Tekstil Terpadu) 

(Minimo11.000 TMwga Kerja) 
-

I , , 

3. Kelompok ... 



NO. BIDANGUSAHA 

I 
3. Ketompok Inaustri Bttbur Kettas (Pulp). Kerlas dan Kertas 

Kartonf Paper Board .. Industri Bubor Kertas (Pulp) 

L 
b. lndustri Kettas Budaya 

c. Industri Kertas Industri 

.. Kelompok Industrl Bahan Kimia Industri .. Industri Kimia Dasar Anorganik. Khlor dan Alkali 

b. Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya 
c. Industri Kimia Dasal' <Rganik yang beIsumber dan Hasil 
p-

d. Industri Kimia llisar Organik yang Bersumber dati Minyak 
bumi. Gas bumi dan Batubrua 

e. Industri Kimie. Dasar Organik Lainnya 
!. Inclustri Karet Buatan 

• f1!"d'~'~ 
, •• J,:$*.l!\l • 

I 

I 

I 

tlj'7 ~~ 
~~E S~~ 
1lI6, 1~2 
'\!'J~. ;i!,~!e 
~{~;A/ 

~ , 
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KELI CAKUPAN PRODUK 
(KLASlF1KASl 

BlDANG 
LAPANGAN 

USAHA 
lNDONESl.'1 

21011 .) 

(Terinfegmsi deng«nlITl) 
21012 ') 

(T erintegrasi krlgan Indusbi BuhuT Knbts) 
21015 ') 

(Terintegnzsi dengan Indusbi Bubur Kntas) 

24111 - Industri Garam Industri (Ka~ Nad Minimal 96%) 
- Natrium. Carbonat (Na2C03) 

24114 - \Yhire Carbon 
24115 - Indus!ri Oleokimian(Industri Turunan Fatty Acid. Fatty Alcohol dan Glycerin) 

- !n.fustri Bioenergi (Industri BiodieseL Biooil, dan Bioetanol anhidmt) 
- Industri Bwlube 

24117 1- Ethylene, Propylene dan Butadiene serta yang terintegrasi dengan turunannya 
- Bcnzene. Xylene dan Toluene sata yartg terintegrasi dengan turunar.ya 
- Ammonia yang terintegrasi dengan Amonium Nitrate atau Asam Nitrate 
- Caprolactam 

24119 Modified Diethan.ol Amine (MORA) 
24132 KaretTeknis Bua!;an 

--~ .. 

, 

-

5. Kelompok ... 



I 
, 
I 

NO. I BIDANG UBARA 

S. Kelompok Industri Buang-Barang J(jmia LainnVa 
Industri Bahan Fannasi 

6- Kelo~k Indastri Karel dan Bar ...... !Wet 
lndustri Bamn-;: dari Karet untuk !laO Inc:!usbi 

7. Kdo~ Industri Jbran darl PonelID 
Industri Alat Labor.l.torium dan Alat Listrik/ Teknik dari porselin 

8. Kelom k. Industri l.o2'am Dasar Bed dan Baia 

•• Industri Besi dan Baia nasarliron and Steel ),,1a1dn-----;) 
b. Industri Besi dan Baja Dasar (Iron and Steel Making) sid 

lndustri Penggilingan Baja (Steel Rolling) 

• -~,~,. 
~~/~:>:?"""~"'~~I 
."'~_"". ~W""" "'=::-11'1" ~-1: ~~~ ~~~ ~2 
~~~~ ;A/lop 
"::.~~."";J~ """-Q';G ... ~ 

• 
PRESIOEN 

REPUBUK INDONESIA 

- 3 -

I(~! CAKUPAN PRODUK 

BlDANQ 
LAPANGAN 

USAHA 
HmO';;';;", 

24231 · Senyawa DerivatStatin 
- Para Amino Fenol 
· Sefalosporin 
· Rifamp;sin 
· Klommfenirol dan Derivatnya 

· Amoksisilin 
· Ampisilin 
· VitaminBI 

· VitaminC 
· Bahan Baku Fannasi yang diperoleh dengan proses biotekhnologi 

-
25192 '1 

-26203 .) 

27101 Industri Pellet Bijih Besi (pengolahan Bijih Best) 

l 

mOls/d IndU!;tri Pf>.mhuatan Besi dan &ja dalam Bentuk Da'><lr sampai Penggilingan Baja (Industri Baja 
27102 Terintegrasi Proses Kontinyu) 

(Proses konbnyu mulai dari: 

· Steel making srunpai dP.I\gan prO<iuk Iembaran (plate/sheet) 

· Steel tnakin-g S<Ur\[)ai dene-an vroduk batan~ (;;teel barf wire rod) 

9. Ke1ompok ... 



NO. 

•• 

10. 

11. 

• AM""~~"", ~~A-:r:;C? P'-.c--=~'r\~~ • 

--
BmANGUSAHA 

. 
Kelom Industri Dasar Bukan Besi 

a. Industri. Pembuatan D~ Oukan Besi I 
b. Industri Penggilingan Logam Hokan ..". l 
c. Industri Ekstruksi Logam Bukan Besi 

d. IndumiPipa danSambon&an Pipa dati Logam Hokan _ dan 
Baja 

Kelo k Industri Mesin dan Perl • 
a. lndustriMesin Ua1', TurbindanKincir 
b~ Industri. Motor Pembakanm DaIam 
c. lndustriPompadanKompresor 

d. ind""" M..m,t Pernlatan untuk Pengolahan I Penge>jaan 
to..m 

e. Indastri Mesin Tekstil 
f. Industri Mesin-Mesin Industri lChusus Lainnya 

Kelompok Industri Motor Ustrik. Generator. dan 
Transformator 
a. Industri Motor Ustrik 
b. Industri Mesin Pembangkit Listrlk 

""~-~'" .,._- "'~~ 
~if? ~~..: 
~g~ ~IjJ 
~~~ ;iAM/ ~~h''''';A,#"" ~Q;'o ... __ 

PRESIDEN 
REPUBLIK iNDONESIA 

- 4 -

KBLI 
(KLAS!rn<ASI 

BIDANG 
IAPANGAN 

USAHA 
INDO 

CAKUPANPRODUK 

2720l lndustriIn Alumuniull!.1AIt!muni<.nn Smeltittg) 
. 

>7202 Industri Pe!atTembaga.. Sheet(Le:mbaran) Tembaga..lndustri Pembuaian Kawat Logam (Wire 
Tembaga) 

."'" >5.000 I<m/!alnm) 
272!13 fudustri _ Temhaga dan Poduannya (rod) 

'fIIs >10.000 
27204 Industri Tv.~ Pipa dati Tembaga dan Paduannya 

(KApasi"'" >10.000_) 

29111 Industri Turbin uap. Turbin Gas 
29112 Industri Motor Diesel (Industri Motor Diesel Stationer dengan dala > lOOHP) 
29120 - fudustripompaak(PompaCainmKiati<) 

- Industri kompresor udara dan ustri komp~r ane den~ day'! > 10 HI') 
29221 Industri V.esin Perkekas pengetjaan logam 

292D3 Industri Mesin TekstiI 
29299 Injection Moulding Machine 

31101 Industri Motor Ustrik. dengan daya > 375 KW 
31102 Industri Generator Listrik. dengan daya >375 KV A 

12. Kelornpok ... 



NO. 

12. 

13. 

• • 

BIDANG USAHA 

Kelompok Industri Elektronika. dan Telematib 

a. L-uiusbi Mesin Kantor, I<omputM:i dan Akuntansi Elekironik 

b. Industri Lampu Tabung Gas (Lampu Pembuang Listrik) 
Co lndustri Tahung dan Katap Elektronik sma kompone!1. elektronik 

Wnnya 

d. IndtJstri. Blat transmisi dan alat komunibsi 
e. lndustrl tadio. IeIevis;i. alat-alat rebman suara dan gambar. dan --f. Indusbi lcmle:ra Fotog:afi 
g. Indtt;tri rasa I<oI1Sul1asi. piranti lunak 

Kel.ompok lndustrl.Alat Angkut Dual 
a. Industrl MemifPeralatan lUltuk PalgoWwV Pengerjaan Logam. 

h. Industri kendaraan bermotor roda. empat atau lebih 
c. Industri perlengkapan dan komponen kendaraan bermotor roda empat 

ataulebih 

d. lndu~tri Komponen dL.n Perlengkapan Sepeda Motor dan se}enisnya 

-~ .~----~,--

"M·~"'h. ~,A~~? "'=..c.~"'1\~ 
~~~'}~*~~ 
W ~~ ~ftg tI12 
~~~ ~ '<:.~~'"V~ ~c--.&';'g .... _ 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 
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KBU 
(KLASlFIKASI 

BIDANG 
LAPANGAN 

USAHA 
1NDONE...<;JAl 

CAKUPANPRODUK 

30003 JbshDi<;\t., MP3, MP4,. Mpeg/Digilal PlaJ<T. peralatm l:edokteran cUgitai (MRl). printer jenis 1aserjet 4m 

"""'i" l 
31502 LompuH~t~(IRE) __ ~ I 
32100 Assesoris untuk MP3 dan MP4. CRI' lmtuk. TV berwama Flat,. LCD • Plasma. Integrated Circuit (Ie). Mother 

~ Smart Card. Compress;x cn..'uk AC dan Kulkas.. Molor unluk alat listrlk nunah tangga 

32200 , 
32300 1Y LCD, lV l'1asma,. lID lV, ocrv, Rear Projedi.QO,. High DVD. Gmfrence system.. Audio Amplifier 

""" 
, 

7.1200 , 
29221 Mould dan Dit:s. Jigs tbn FIXtures 

34100 , 
34300 - Engine dan engine part 

(ksduntkm: mgi~ ~ utuh IamasJIk hmqxmemry.z mltam Lrill: KRrburator dan b4gilmya. Cylilukr lllodc, 
Cylw.kT lina, Cyfimla" He/ld. dan Htad Covu, Piston. RilIg Pi5ton. dan O=k ~ Cnmk Shaft, Ctm1I«ting rod 
dIl) 

- Brake:;;ystem.. Ax1e&propcllerSharlt. Transmission/Dutch System. Steering Syslem 
- Injeclol'. Water Pump. Oil Pump. Fuel Pump 
- Forging c::ompcment.. Die casting COIIlponei"'''' Stamping Part 

J 35912 - Engine dan Engine Part 
- Die casting component. Brake system 
- Transmission system 

14. Keiompok ... 



" 

• ~~r1t1'~'''" l~~-"'$.?""'''':-\''' • 

NO, '~- BIDANG USAHA 

14- Kelompok Industri Pembuatan dm Perbaikar.. KapaI dan Per.mu 

a. Industri Kapall Perahu 
b, Industri pernlatan dan perlengkapon kapal 

15, Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi 

L 
Keter.mgan: *) Sernua bidang usaJia yang tennasuk-daIam KBU yang bersangkutan. 

aslinya 
RI 

dan Industri, 

M. SAP'T A MURTI. SR, MA,. MKn 

I"A'''"*~'~ ~'1; ~\: 
~",,- ""':> '.I ~~{ ~I\~ 
~dd ,~ 

~N,M1i 
:p,;o ... ~ 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

- 6 -

KBU CAKUPANPRODUK 
(KLASIFIKA5I 

BIDANG 
LAPANGAN 

U5ARA 
INDONESIA' 

35111 Kapal di e.tas 501:00 DWT 
35112 oJ 

27201 - O\emical Grade Alumina 
- pemtlJl1ian Nikel secaxa Uidrometalurgi 
- Pengolahan dan pemumian timah hitam 
- PmgoJahandan pemumion ""'g 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. 

ltd 

DR. H. SUSlLO BAMBANG YUDHOYONO 

• 

,-



NO 

1. 

2. 

. 

• "'''~l\,. ,~~~~-?P2'~~~ . . "~~.~ ~~;f; ~t.~ 
#~, N 
~f1~ "" 
~~~ M~ -.::..~~-~~--=-'""'-~-';Q .... = 

PRE$IDEN 
REPUBUK INDONESIA 

• 

LAMPlRAN II 
PERATURAN PEMERINTAH REPUBIlK INDONESIA 
NOMOR 1 TAHUN 2007 
TANGGAL 2 JANUARI 2007 

BIDANG USAHA TERTENTU DAN DAERAH TERTENTU 

-

I I BIDANG USAHA KBLI CAKUPAN PRODUK DAERAH/PROVINSI 

B'clompok htduatri Pengulahan Mannan 15121 'j Ma1uku. Ma1uku Utara. Papua. Irian 
Industri Pengalengp..n ikan dan biota perairan Iainnya Jaya Bara!, Sulawesi UtaTa. Sulawesi 

I 
S--..latan, Sulawesi Tengah. Sulawesi 
Tenggara, Sulawesi Barat. Gorontalc 

Kclom~k Industrl PengoJahan SDA ~asla Agro 
.... Industri minyak goreng dati minyak: kelapa 15143 'j &'ulawesi Utara, Sulawesi Selatan; 

(Har-us terln:tecra-'ii usaha budidaya) Sulawesi Tengah, Sulawesi Tengga..ra. 
Sulawesi Bam.t. Gorontalo 

b. Industri berbagai macam tepung dati padi-padian. biji-bijian, 15322 Tepung darijagung Sulawesi Uta.ra. Sulawesi Selatan. 
kacang-kacangan, umbi-umbian. dan se!"enisnya (Hams terintegrasi usaha bUdidayaJ Sulawesi Tengah. Sulawesi Tenggara. 

Sulawesi Barat. Gorontalo 

c. lndustri gula pasir 15421 Gula._pasir dati tebu DiluarJawa 
(Kopasitas mini .. nal 70.()(}() ton guJn/ tahun, 
terintegmsi usaha budidayaJ 

d. Industri gula lainnya 

I 
15423 Gula dati ubi kayu Di luarJawa 

(Hams terir.tegrnsi usaha bum daya) 
-

e. Industri - .. 

• 

• 



• 

• I'!AM'~'\,.). 
~~!r.z",~.?r~~. 
t~";~~.~ ~~E ~~ 
1!>~4 \'~2 
"J:~§~N;.I)Altp 

• • 

~ 

PF 
REPUBL 

I 
CAKOPAN PRODUK DAERAH/PROVINSI ! NO BIDANGUSAHA KBLl 

Sulawesi Uta.TU, Sulawesi Selatan.1 e. Industri Persiapan Semt Tekstil 17111 Serat Kapas 
(Harus Terintegrusi usaha bt.didaya minimal 500 hal Sulawesi Ten&ah, Sulawesi Tenggara. 

I Suiawesi Bamt. Gorontalo. Nusa 

I 
I Tengga..'" Barn~ Nu", Tenggara Timur 

[J. Kelompok Indusbi Kemasan dan Kotalt darl K.ertas dan Karton 
Industli kemasan dan kolak dari kertas dan karton 21020 ') OiluarJawa 

4. Kdompak In4ustrl Bamng 4arl P" .. tik 
IndU8tri Kf'1T1asan dari Plastik 25205 'I DiluarJawa ~ 

5. Kelompok J:a.cluatrf. Semen, Kapur. dan Gips 
Papua. Irian Jaya Bamt. Maluku.\ Industri Semen 26411 ') 
Maluku Utrua, Sulawesi Utam, Nu", i 
Ten~Barat _ 

6. Kclompok Inmtrl Furnltu.r 
a.. Industri Fumitur d9ri kayu 36101 ') DiLuarJawa 
b. Ind.ustri FurnituT dari rotan. dan atau bambu 36102 ') DiLuarJawa 

7. PeDQngkapan Dean dl Laut dan Peugo1aha1Ulya (Usaha Terpadu) 05011 - Tuna Provinm }"8Ilg berbatasan dengan 
- _engan d"" - Cakalang Samudera Hindia : 
- Penggaraman/Pengeringan 15121 - Hinl Cucut • Nanggroe Aceh Darussalam; 
- -gasapan sId - Layur · Sumatem Utara; 
- Pembekuan 15129 

, - Tenggiri • Sumatem Barat; 
- Pemindangan - LumUI'14 - Bf".ngkulu; 

J - Pengolahan/Pengawetan lainnya - Bawal - Lampung; 
- KakapMerah - Banten; 

- Jawa Barat; 
- Jawa Tenl':rur 

. Dl Yogyakarta .. , 



NO 

8, 

, 

BIDAlfG USAHA 

• dM""'~~).". 
~~~.?..-:'~"''I\~ 

t~~~'t~~ ~'f s!~ ~f1" ~r.,7. 
~~n ,,,/17 ""-<-:~.~,;Jff" ..... .-4.;0 .... 

F'RESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

- 3 -

KBLI 

Pensngkapan Ctv.sta.cea Laut dan Pellgo1pbAftnya (Uaaha Terpadul 05012 - Udang 
_ Penga1c:ngan dan - -Kepiting 
- Penggaraman/ Pengeringon 15121 - Lobster 
- Pengasapan sId - Rajungan 
- Pembekuan 15129 
- Pemindsugan 
- PengoIahanj Pengawetan laUmya 

I 

• '. , " 

I 
CAKUPAlf PRODUK DAERAB/PROVIlfSI 

- DI Yogjakarta; 
- Jawa Timur; 
- Bali; 
- Nusa Tenggam Barat; 
- Nusa Tenggam 1'imur; 
- Maluku; 
- Papua. 

I'roYinsi yang bert>atasan _ 
Samudem Hindia : 
- Nanggroe Aooh Darussalam; 
- Sumatera Utara; 
- Sumatera Barat; 
- &..ngkulu; 
- Lampung; 
- Benten; 
- Jawa Bo.rnt; 
- Jawa Tengah; 
- DI Yogjaka.rta; 
- Jawa Timur; 
- Bali; 
- Nusa Tenggara. Barat; 
- Nusa Tenggara Timur; 
- Maluku; 
- Papua. 

9. Penar.gkapan ... 



• ... ~~,,~,. 
~~~?"-=~~A. 

t';,,}~.:~ *~T ~~~ \'n~ ff1t 

1l>~1 M~At7 '\:.~~.v;J# ·~~.;o .... 

PRESIDEN 
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• 

NO I BIDAlIG USAHA KBLI CAKUPAl'I PRODUX 

9. I PCn8J1gbpan Molbuca Laut dan Pea.goIalulnD:ya {Usaha Terpadu, 

, 

Penga1engan 
_....,.,...,., PenIO'ringan 
Pengasapru> 
Pembekuan --Pengolahan/ Pengawetan Jamnya 

-

yang tennasuk dalam KBU yang bersangkutan. 

asJinya 
RI 

:A MURTI, SH., MA.. MKn 

05013 
dan 

15121 
·/d 

15129 

Cumi 
Sarong 
Teripang 
Ub'.u-ubur 

DAERAH/PROVINSI 

Provinsi yang berbatasan dengau 
Sa.mud~ Hindia : 
- Nanggroe Aceh Darussalam; 
- Sumatera Utara; 
- Sumatera Barat; 
- Bengku!u; 
• Lampung; 
• Banten; 
- Jawa Sara!; 
- Jawa Tengah; 
- D1Yogjakarta; 
• Jawa Timur. 
- Bali; 
- Nusa. Tenggam Barat; 
- Nusa Tenggara Tbnur; 
- Maluicu; 
- PaDUa. 

PRESIDEN REPUBUK INDONESIA, 

ttd 

DR H. SUSILQ BAMBANG YUDHOYONO 

• .. . 
• 


